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ABSTRACT 

Regional expansion may accelerate land use change and influence its conformity 

with the Regional Spatial Plan (RTRW). This study aims to analyze post-expansion land use 

changes, evaluate the conformity of land use changes with the Boyolali Regency Spatial 

Plan, and identify the factors influencing land use incompatibility in Tamansari District. A 

quantitative method with a spatial approach was employed. The analysis utilized 

Geographic Information Systems (GIS) through Sentinel-2 image interpretation, overlay 

analysis, land use change analysis, and multiple linear regression. The results indicate that 

land use change was dominated by the conversion of dryland agriculture into shrubland 

(17.87%) and settlements (10.34%). Spatially, land development tends to cluster around 

existing settlements and extend linearly along major road corridors. The conformity 

evaluation revealed that 54.73% of land use changes were classified as conforming, 44.18% 

as partially conforming, and 1.09% as non-conforming with the RTRW. Multiple regression 

analysis showed that road proximity, settlement proximity, and public facility proximity 

jointly had a significant effect on land use incompatibility, while individually only road 

proximity was statistically significant. These findings are expected to provide input for 

spatial planning control and future evaluation of the RTRW in Tamansari District following 

regional expansion. 

Keywords: Regional Expansion, Land Use Change, Regional Spatial Plan (RTRW), Land 

Use Conformity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan wilayah di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya 

kebutuhan ruang untuk permukiman, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur 

urusan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing (Fadli 

dkk., 2025). Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah 

administratif, yang bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, 

mempercepat pelayanan publik, dan mewujudkan pemerataan pembangunan (Al Arif & 

Karsa, 2022). 

Proses pemekaran sering kali memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan tata 

ruang dan kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW). Banyak daerah pasca pemekaran menghadapi ketidakseimbangan antara 

pertumbuhan fisik wilayah dan perencanaan spasial yang ada (Poma dkk., 2021). Dalam 

konteks perencanaan wilayah, RTRW berfungsi sebagai acuan strategis untuk 

mengarahkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan (Savitri, 2022). Namun, pelaksanaan RTRW di banyak daerah belum 

berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data spasial, 

serta tekanan pembangunan yang tinggi (Lubis dkk., 2021). 

Tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk telah mendorong alih fungsi lahan 

di berbagai daerah. Misalnya, penelitian oleh Praja dkk., (2024) menegaskan bahwa 

lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang menjadi salah satu penyebab utama 

menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Dalilah dkk., 

(2021) di Kota Semarang yang menemukan adanya perubahan penggunaan tanah secara 

masif akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan degradasi ekologis, banjir, dan penurunan 

kualitas lingkungan perkotaan. 

Dalam konteks perencanaan spasial, evaluasi kesesuaian penggunaan tanah menjadi 

langkah penting untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan sesuai 

dengan kapasitas biofisik dan sosial ekonomi suatu daerah (Nathanael & Taryana, 

2025). Penelitian Markasabana dkk., (2025) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten 

Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah hanya tergolong “sesuai 

marginal” untuk permukiman, menandakan perlunya kebijakan tata ruang yang lebih 

adaptif dan berbasis data geospasial. Sementara itu, penelitian Praja dkk., (2024) di 

Kabupaten Kolaka menemukan ketidaksesuaian antara fungsi kawasan dan 

pemanfaatan aktual tanah akibat lemahnya implementasi RTRW di tingkat daerah. 
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Aspek pemekaran wilayah juga menjadi perhatian penting dalam analisis kesesuaian 

penggunaan tanah. Studi Mardin dkk., (2025) di Kecamatan Congkar, Kabupaten 

Manggarai Timur, menunjukkan bahwa pemekaran wilayah meningkatkan pelayanan 

publik namun belum diiringi penguatan aspek spasial. Fenomena serupa juga diungkap 

oleh Fadli dkk., (2025) di Kabupaten Batu Bara, di mana hasil analisis kelayakan 

pemekaran Kecamatan Medang Deras menunjukkan bahwa meskipun syarat 

administratif dan teknis telah terpenuhi, indikator kesesuaian dengan RTRW belum 

sepenuhnya memenuhi kriteria. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek tata ruang 

sering kali menjadi variabel paling lemah dalam proses pemekaran wilayah di 

Indonesia. 

Dari perspektif kebijakan pembangunan, Suherman & Maryani, (2024) menyebut 

bahwa pemekaran wilayah sering dijadikan solusi untuk mengatasi ketimpangan spasial 

antarwilayah, namun tanpa pengendalian tata ruang yang baik, pemekaran justru 

berpotensi memperluas ketimpangan baru. Temuan ini diperkuat oleh Nugroho, (2025) 

yang dalam studi kelayakan pemekaran di Kabupaten Cilacap menekankan pentingnya 

evaluasi kesesuaian penggunaan tanah dan kesiapan infrastruktur sebelum pembentukan 

wilayah administratif baru. 

Faktor lingkungan dan sosial juga menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan 

ruang. Kaswanto dkk., (2021) menjelaskan bahwa perubahan tutupan lahan di 

Kabupaten Labuhan Batu Utara selama satu dekade terakhir dipengaruhi oleh faktor 

internal seperti pertumbuhan penduduk dan ekonomi, serta faktor eksternal berupa 

kebijakan tata ruang yang belum efektif. Dengan demikian, perubahan struktur ruang 

akibat tekanan pembangunan dan kebijakan pemekaran perlu diimbangi dengan 

pendekatan berbasis kesesuaian penggunaan tanah agar keberlanjutan lingkungan tetap 

terjaga. Kondisi yang sama dapat ditemukan di berbagai daerah lain. Dje’o & Saputra, 

(2022) dalam penelitiannya di Kecamatan Pamona menunjukkan bahwa laju 

pembangunan pasca pemekaran wilayah berlangsung cepat, tetapi belum diimbangi 

dengan pengawasan tata ruang yang memadai. Akibatnya, terjadi tumpang tindih fungsi 

ruang dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan aktual tanah dengan peruntukan dalam 

RTRW. Penelitian serupa oleh Poma dkk., (2021) juga menyoroti pentingnya 

pengendalian pemanfaatan ruang berbasis pembangunan berkelanjutan untuk 

menghindari degradasi wilayah. 

Dalam konteks Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, pemekaran wilayah 

yang terjadi pada 2018 telah mendorong pertumbuhan fisik dan aktivitas ekonomi baru. 

Peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur 

jalan telah menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur penggunaan tanah. Secara 

geografis, Kecamatan Tamansari memiliki posisi strategis di bagian selatan Kabupaten 
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Boyolali, dengan kondisi topografi yang bervariasi dan sebagian wilayahnya merupakan 

kawasan lindung.  

Berdasarkan Peta Risiko Bencana yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016, sebagian wilayah yang saat 

ini masuk dalam Kecamatan Tamansari termasuk dalam kategori rawan longsor tingkat 

tinggi, khususnya pada bagian zona lereng atas (wilayah hulu) yang memiliki 

kemiringan lereng relatif curam. Selain itu, wilayah hulu Kecamatan Tamansari juga 

termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) II Gunung Merapi, yaitu kawasan 

yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, 

hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, serta gas beracun. KRB II dibedakan 

menjadi kawasan rawan awan panas, aliran lava, lahar, dan gas beracun terutama pada 

daerah hulu, serta kawasan rawan hujan abu lebat, lontaran batu pijar, dan hujan lumpur 

panas. Kondisi biofisik tersebut menunjukkan bahwa sebagian wilayah yang saat ini 

masuk dalam  Kecamatan Tamansari memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi, 

sehingga pemanfaatan ruang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, 

berbasis mitigasi risiko, dan tetap menjaga fungsi lindung kawasan. 

Terdapat indikasi bahwa sebagian tanah di wilayah ini telah dimanfaatkan tidak 

sesuai peruntukannya berdasarkan RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011–2031. 

Indikasi ini diperoleh melalui pra-analisis awal berupa telaah dokumen RTRW, serta 

observasi lapangan terbatas. Fenomena ketidaksesuaian penggunaan ruang terhadap 

rencana tata ruang sering kali berkorelasi dengan peningkatan risiko bencana, seperti 

yang ditunjukkan dalam penelitian mengenai kesesuaian rencana pola ruang terhadap 

risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Boyolali, yang menemukan bahwa semakin 

dekat wilayah dengan lereng gunung Merapi dan Merbabu, semakin tinggi risiko tanah 

longsor yang ada dan pentingnya integrasi risiko bencana dalam perencanaan ruang (Aji 

dkk., 2024). Selain itu, studi (Nurhadi dkk., 2015) tentang bahaya erupsi dan longsor 

pada lembah antar gunungapi Merapi-Merbabu menegaskan perlunya perhatian 

terhadap karakteristik geologi dan potensi bahaya alam di wilayah lereng vulkanik 

semacam ini, yang relevan dengan konteks kawasan Tamansari. Hal ini menunjukkan 

adanya kesenjangan antara kondisi ideal perencanaan ruang dan praktik pemanfaatan 

tanah di lapangan yang perlu dikaji secara sistematis dan berbasis analisis spasial. 

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kesesuaian penggunaan tanah dan 

dampak pemekaran wilayah di berbagai daerah, hingga saat ini belum ditemukan kajian 

yang secara spesifik mengevaluasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah pasca 

pemekaran wilayah terhadap RTRW di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, 

khususnya dalam konteks wilayah yang memiliki karakteristik biofisik dan tingkat 

kerentanan bencana yang relatif tinggi, sehingga diperlukan kajian yang lebih 

kontekstual dan berbasis kondisi lokal wilayah. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Evaluasi Kesesuaian Perubahan 

Penggunaan Tanah Pasca Pemekaran Wilayah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali” dipandang penting untuk 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengembangan tanah 

pasca pemekaran di Kecamatan Tamansari telah sesuai dengan RTRW Kabupaten 

Boyolali serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian yang terjadi. 

Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi pemerintah daerah 

dalam merumuskan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, 

berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip tata ruang nasional. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah di 

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana kesesuaian antara kondisi aktual penggunaan tanah dengan arahan 

peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten Boyolali di wilayah Kecamatan 

Tamansari? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan 

tanah terhadap RTRW di Kecamatan Tamansari pasca pemekaran wilayah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan perubahan penggunaan tanah pasca 

pemekaran wilayah di Kecamatan Tamansari; 

2. Menganalisis tingkat kesesuaian antara penggunaan tanah aktual dengan arahan 

peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten Boyolali; 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian 

penggunaan tanah terhadap RTRW di Kecamatan Tamansari pasca pemekaran 

wilayah. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat 

secara akademis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu penataan 

ruang dan administrasi pertanahan, khususnya dalam kajian evaluasi kesesuaian 
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perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah. Hasil penelitian ini dapat 

memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara kebijakan pemekaran daerah dan 

pengendalian pemanfaatan ruang berbasis RTRW, serta menjadi dasar 

pengembangan model evaluasi spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

yang dapat diterapkan pada wilayah hasil pemekaran lainnya dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan. 

2. Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan 

Tamansari dan sekitarnya mengenai pentingnya pemanfaatan tanah sesuai dengan 

fungsi kawasan dan arahan RTRW. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat dan 

pelaku pembangunan menghindari dampak negatif dari alih fungsi lahan yang tidak 

terkendali, seperti degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, sekaligus 

mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata ruang yang tertib, aman, 

dan berkelanjutan. 

3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam 

mengendalikan pemanfaatan ruang dan mengevaluasi kesesuaian penggunaan tanah 

di Kecamatan Tamansari pasca pemekaran wilayah. Temuan penelitian ini dapat 

menjadi dasar bagi perumusan kebijakan penataan ruang yang lebih efektif, 

penyempurnaan dokumen RTRW, perbaikan sistem perizinan pembangunan, serta 

penguatan strategi pengawasan penggunaan tanah agar sejalan dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi serta 

kelestarian lingkungan. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian pengembangan tanah pasca 

pemekaran wilayah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan 

Tamansari Kabupaten Boyolali, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perubahan penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Tamansari 

menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Perubahan 

terbesar terjadi dari penggunaan tanah tegalan/ladang menjadi semak sebesar 

17,87%, diikuti perubahan tegalan/ladang menjadi kampung sebesar 10,34%. 

Perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan berkurangnya 

intensitas pemanfaatan sebagian lahan pertanian, sekaligus berkembangnya 

kawasan permukiman setelah pemekaran wilayah. Berdasarkan analisis spasial, 

pola pengembangan tanah memperlihatkan kecenderungan perkembangan 

kawasan terbangun yang mengelompok (clustered) di sekitar permukiman yang 

telah berkembang serta memanjang (linear) mengikuti koridor jalan. Selain itu, 

pada beberapa bagian wilayah juga ditemukan kecenderungan penurunan 

intensitas pemanfaatan lahan yang ditandai dengan perubahan lahan pertanian 

menjadi semak, terutama pada wilayah dengan aksesibilitas rendah dan kondisi 

topografi yang relatif curam. 

2. Hasil analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW menunjukkan 

bahwa 2.325,96 hektar (54,73%) wilayah Kecamatan Tamansari termasuk 

kategori sesuai, 1.877,67 hektar (44,18%) termasuk kategori belum sesuai, dan 

46,43 hektar (1,09%) termasuk kategori tidak sesuai. Dominannya kategori 

sesuai menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan tanah aktual telah selaras 

dengan arahan pola ruang RTRW Kabupaten Boyolali. Sementara itu, proporsi 

kategori belum sesuai yang masih cukup besar menunjukkan bahwa masih 

terdapat penggunaan tanah yang berpotensi diarahkan agar sesuai melalui 

pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi kawasan, dan penyesuaian fungsi 

penggunaan tanah sesuai ketentuan RTRW. Adapun kategori tidak sesuai hanya 

dijumpai pada sebagian kecil wilayah yang pemanfaatannya bertentangan dengan 

fungsi kawasan dalam RTRW sehingga memerlukan pengendalian yang lebih 

ketat. 

3. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kedekatan 

terhadap jalan, permukiman, dan fasilitas umum secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kecamatan Tamansari 

(Sig. < 0,05). Namun, berdasarkan uji parsial (uji t), hanya variabel kedekatan 
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terhadap jalan yang berpengaruh signifikan terhadap ketidaksesuaian 

penggunaan tanah, sedangkan variabel kedekatan terhadap permukiman dan 

fasilitas umum tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi (R² = 

0,148) menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 14,8% variasi 

ketidaksesuaian penggunaan tanah, sedangkan 85,2% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain di luar model penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kedekatan terhadap jalan merupakan faktor utama yang memengaruhi terjadinya 

ketidaksesuaian penggunaan tanah pasca pemekaran wilayah di Kecamatan 

Tamansari, karena kemudahan akses mendorong perkembangan pemanfaatan 

ruang yang tidak selalu mengikuti arahan RTRW. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Boyolali disarankan untuk melakukan peninjauan 

kembali (review) dan penyempurnaan dokumen RTRW, khususnya terkait 

wilayah Kecamatan Tamansari yang merupakan kecamatan hasil pemekaran 

pada tahun 2018 dan belum tergambarkan secara administratif dalam RTRW 

Kabupaten Boyolali Tahun 2011–2031. Penyesuaian tersebut diperlukan agar 

arahan pola ruang dapat mencerminkan kondisi administrasi dan perkembangan 

penggunaan tanah terkini, sehingga dapat menjadi dasar yang lebih efektif dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah. 

2. Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kecamatan Tamansari perlu 

meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada wilayah yang 

memiliki aksesibilitas tinggi dan berada di sekitar jaringan jalan utama karena 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kedekatan terhadap jalan merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan terhadap ketidaksesuaian penggunaan tanah. 

Pengendalian dapat dilakukan melalui pengawasan pemanfaatan ruang, 

penegakan ketentuan zonasi, serta pemberian izin pemanfaatan ruang yang lebih 

selektif agar perkembangan wilayah tetap sesuai dengan arahan RTRW. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model analisis dengan 

menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi ketidaksesuaian 

penggunaan tanah, seperti faktor ekonomi, nilai lahan, kepemilikan tanah, 

pertumbuhan penduduk, kebijakan pembangunan, maupun aspek kebencanaan. 

Penambahan variabel tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi ketidaksesuaian penggunaan tanah, mengingat 

model penelitian ini hanya mampu menjelaskan 14,8% variasi ketidaksesuaian 

penggunaan tanah. 
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